BAB I

 PERANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

I. Pengantar Teknik Perancangan Legislasi (Legislative Drafting)

Ada suatu anggapan yang telah diterima oleh kalangan ahli hukum dan juga para penyelenggara negara bahwa suatu negara tanpa adanya peraturan perundang-undangan, maka pemerintah tidak dapat memerintah dan masyarakat tidak akan memperoleh keadilan, ketertiban dan keteraturan dalam hidup bernegara dan bermasyarakat. Bahkan John Locke mengatakan bahwa  peraturan perundang-undangan itu merupakan hukum yang tetap, ajeg, dan mapan (‘estabilshed standing laws) yang membedakan antara yang benar dan yang salah. Demikian pula Montesquieu menganggap bahwa peraturan perundang-undangan itu sebagai perwujudan akal sehat manusia (‘la raison humaine) dan juga sebagai alat pelaksanaan nalar manusia (‘als ein anordenungsfall dieser raison humain’). Mengapa demikian, karena salah satu peran penting dari peraturan perundang-undangan adalah menciptakan kebijakan untuk membimbing prilaku masyarakat dan penyelenggara negara agar sesuai dan sejalan dengan apa yang diharapkan. Materi muatan peraturan perundang-undangan itu merupakan penterjemahan segala prilaku dan keadaan masyarakat yang dianggap adil dan benar ke dalam bentuk norma-norma. Namun demikian, memang tidak ada jaminan pula bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang telah dirancang sedemikian tadi akan dipatuhi dan dilaksanakan sesuai kandungan isinya.  

Salah satu faktor penyebab ketidakpatuhan terhadap norma yang dimuat dalam suatu peraturan perundang-undangan tersebut, karena adanya kelemahan dan kekeliruan dalam teknik perancangan normanya. Jadi dapatlah dimengerti apabila banyak ketidakpuasan terhadap perundang-undangan dewasa ini dengan menyatakan keluhan bahwa telah terjadi kecanduan perundang-undangan (wetgevingsverslaving) dan pencemaran lingkungan yuridis (juridische millieuvervuiling) atau keliaran perundang-undangan (legisferitis). Hal ini dapat terjadi karena misalnya suatu pasal atau ayat yang dirancang selain telah mengabaikan aspek filosofis dan sosio-politis, dan juga tidak memperhatikan jenis, sifat, dan struktur norma, (yang pada dasarnya akan menentukan sifat normatifnya), sehingga sangat menyulitkan dalam penegakannya. Selain itu dengan bahasa hukum yang rancu dan multi tafsir, ditambah lagi dengan format (kerangka) yang tidak sistematis, maka jelas akan terjadi ketidakpatuhan dan bahkan menimbulkan gejolak di dalam masyarakat.     

Tidak sedikit adanya kasus suatu peraturan perundang-undangan yang hanya memiliki daya berlaku sangat singkat dan bahkan justru menimbulkan masalah di masyarakat ketika diberlakukan. Mengapa ini terjadi, karena perancang peraturan (legislative drafter) tersebut tidak menguasai dengan benar bagaimana teknik merancang suatu peraturan perundang-undangan yang baik dan benar. Penguasaan teknik perancangan peraturan perundang-undangan ini antara lain meliputi pengetahuan dasar Ilmu Hukum, penguasaan di bidang Ilmu Perundang-undangan, sosiologi perundang-undangan, sistem norma hukum yang berlaku beserta hirarkinya, penguasaan tentang bagaimana aplikasi jenis, fungsi dan sifat norma dalam konteks masalah yang sedang dan akan dihadapai, dan lain-lain pengetahuan yang relevan dan menunjang terhadap kualitas penyusunan perundang-undangan.     

Dengan demikian, setiap perancang (drafter) peraturan perundang-undangan itu tidak hanya terampil dalam menyusun norma, namun lebih dari itu dibutuhkan suatu sikap, wawasan, pendirian dan komitmen pada keadilan, dan kebenaran layaknya sebagai seorang negarawan. Kemampuan membaca dan memahami situasi dan kondisi kemasyarakatan (semangat zaman, tuntutan nyata, dinamika masyarakat, faktor eksternal, dan kontekstualisasi keadaan lainnya yang relevan) pada saat peraturan perundang-undangan dibuat adalah hal yang amat penting bagi seorang perancang peraturan perundang-undangan agar setiap produk hukum yang ditertibkan akan mampu mendorong terwujudnya masyarakat yang adil, tertib, sejahtera, demokratis dan berkelanjutan.

Selain itu, dalam perancangan perundang-undangan perlu pula dilakukan secara teliti, cermat dan seksama sejak awal. Artinya mampu memperhitungkan dan mengantisipasi segala aspek yang berkaitan dengan kelancaran proses perubahan sosial secara menyeluruh.  Terutama aspek-aspek yang sedini mungkin patut diduga dapat mempengaruhi atau menimbulkan hambatan pelaksanaan dari tujuan perubahan sosial itu sendiri; atau akan terjadi penyimpangan secara tidak terkendali dari rencana yang telah ditetapkan.

“Adalah sangat ideal”, begitu kata Weidner
  “apabila dalam perubahan sosial itu terjadi pertumbuhan yang terarah, perubahan sistem yang direncanakan sebaik-baiknya melalui dan oleh perundang-undangan. Tujuan ditebitkannya suatu peraturan perundang-undangan harus ditetapkan sebelumnya, kemudian diusahakan agar ada perubahan, pertumbuhan dan perkembangan menuju ke arah tercapainya tujuan hukum. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut perlu ada kemampuan, yakni kemampuan untuk merumuskan norma yang menuju ke arah tercapainya apa yang dikehendaki dengan perubahan sosial tersebut. 

Dengan lahirnya suatu peraturan perundang-undangan dalam tataran kehidupan sosial, maka menurut B. Arief Sidharta, peraturan perundang-undangan tersebut diasumsikan telah mengemban fungsi ekspresif, yakni mengungkapkan pandangan hidup, nilai-nilai budaya dan keadilan. Di samping itu, juga mengemban fungsi instrumentalis, yakni sarana untuk menciptakan dan memelihara ketertiban, stabilitas, dan prediktabilitas, sarana pendidikan serta pangadaban masyarakat, dan sarana pembaharuan masyarakat (mendorong, mangkanalisasi dan mengarahkan perubahan masyarakat).
  Dalam konteks itu, apabila setiap lahirnya peraturan perundang-undangan diberi makna sebagai suatu yang akan membawa proses yang dinamis, maka ia pun harus diorientasikan pada suatu usaha ke arah tingkat kesejahteraan dan keadilan yang lebih baik.

Ditegaskan lebih lanjut bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang lahir itu senantiasa diarahkan untuk menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai moral dalam pembangunan bangsa dan negara.  Dalam batas-batsa tertentu menurut Yusuf Qardhawi untuk dapat merealisasikan kebenaran dan keadilan yang sejati, secara lugas dapat dikatakan cara apapun diperbolehkan.
  Mengapa demikian, sebab kata Karen Lebacqz, there may be no more urgent cry today than that of justice, and no more frequent accusation than that injustice.
  Hal ini wajar, karena sebagaimana dikatakan oleh Danile Webster bahwa keadilan adalah kepentingan manusia yang paling luhur di bumi ini.  Bagaimanapun juga keadilan itulah yang dicari orang tiada hentinya, diperjuangkan oleh orang dengan gigihnya, dinantikan oleh orang dengan penuh kepercayaan dari pihak penguasa, dan orang akan menentang sekeras-kerasnya apabila keadilan tidak diberikan atau apabila keadilan tidak ada.
 

Dengan demikian, daya efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sebagai suatu sistem pengendalian sosial dalam kaitan dengan tujuan yang hendak dicapai seperti yang terurai di atas, sangat bergantung pada sejauhmana peraturan perundang-undangan tersebut dapat mengakar di dalam kesadaran hukum masyarakat dan juga aparatur.  Kesadaran yang sudah mencapai kemantapan tertentu akan diejawantahkan dalam sikap dan perilaku melalui cara pemberlakuan yang patut dan rasional, dan tidak dilakukan melalui paksaan degan menggunakan alat-alat kekuasaan atau dengan cara teknik-teknik sosial tertentu (misalnya dengan tekanan, intimidasi, dan kekerasan), karena hal demikian adalah bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, bahkan menindas martabat kemanusiaan.

Karena itu, untuk dapat tetap bernilai hukum, maka hukum positif harus bersifat dinamis dan responsif, yakni memiliki daya vitalitas tinggi yang mampu mengikuti dan mengantisipasi perkembangan masyarakat.  Untuk itulah, perlunya pembentukan hukum positif yang di satu pihak mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat, dan di pihak lain mampu menjawab tuntutan perkembangan zaman di masa depan.

Itulah gambaran dari suatu peraturan perundang-undangan yang memenuhi persyaratan minimal (minimum requirment) dari apa yang disebut Good Norms.  Namun demikian, suatu peraturan perundang-undangan itu tidak hanya cukup memenuhi persyaratan good norms, tapi juga harus memenuhi Good Process, artinya suatu peraturan perundang-undangan dibuat dengan melalui proses-proses tertentu yang demokratis.

Suatu peraturan perundang-undangan yang memenuhi persyaratan good process itu adalah antara lain meliputi :

a. adanya keterbukaan dan transparansi; 

b. adanya hak akses informasi (acces to information) bagi setiap orang terhadap setiap informasi yang berkenaan dengan suatu rencana perancangan peraturan perundang-undangan akan dibuat;

c. tersedia dan dilakukannya mekanisme konsultan publik (public consultation mechanism); masyarakat diberikan kesempatan untuk menyatakan pendapatnya secara langsung, sukarela, dan tepat waktu

d. tersedianya mekanisme pengelolaan komentar publik (public comment management) terhadap setiap rancangan peraturan perundang-undangan;

e. adanya koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, dan sinergi dengan instansi terkait;

f. setelah mendapatkan masukan dari berbagai pihak, selanjutnya dibuat Naskah Akademik (academic draft);

g. selanjutnya dilakukan perancangan (drafting);

Hal penting dalam kerangka perancangan peraturan perundang-undangan adalah mengenali apa yang Prof. Jong P dalam bukunya Handhaafbaar Melieurecht, 1997 disebut sebagai Karakteristik Norma, yang meliputi :

(1) Necessity, bahwa norma harus diformulasikan secara sistematis dan terencana sesuai dengan kebutuhan;

(2) Adecuacy, bahwa rumusan norma hukum dan tujuan hukum yang hendak diarahkan harus memiliki kesesuaian yang sebanding;

(3) Certainty, bahwa norma harus memiliki tingkat dan kadar kepastian hukum yang tinggi;

(4) Clearly, bahwa norma harus benar-benar memuat kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar dan tidak pula menimbulkan banyak penafsiran; 

(5) Actuality, bahwa norma hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;

(6) Feasibility, bahwa norma harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan, terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;

(7) Veriability, bahwa norma hukum yang telah terumuskan harus dalam kondisi siap uji secara objektif;
(8) Enforceability (per se), bahwa norma hukum pada hakikatnya harus memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati;

(9) Provability, bahwa hukum harus dubuat sedemikian rupa agar mudah dalam proses pembuktian.
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